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| 'Dikhawatirkan J4di "Ladang” Korupsi

Pendidikan

Anggaran
Harus I

Denpasar (Bali Post) — 1
Pemerintah pusat maupun pemerir

mengalokasikan anggaran yang cukup tinggi untu

pembangunan sektor kependidikan di Bali, Namu
anggaran yang mengucur deras ke sektor pendidi
kan itu sangat potensial dijadikan "latlah g” korups

oleh oknum-oknum yang tidak berta
jika tidak disertai dengan pengawasan |
ketat. Meminimalisasi terjadinya penyi
lapangan, pemerintah daerah diminta
sejenis tim khusus guna memantau d
pun realisasi anggaran pendidikan te

Pengamat pendidikan Drs.

I Made Gede Putra Wijaya, Halsenad Menuru Sarjana, tim
S.H., M.Si. dan Drs. I Putu Sarjana. Na khusus itu sebaiknya tidak
Sarjana, M.Si. mengatakan versitas Hindu , hanyg iperkuat oleh mstan31
hal itu kepada Bali Post, Ju- mMengingatkan bah terkait dllmgkung‘an.pemenn-
mat (23/10) kemarin. Menu-  Pembentukar tah daerah seperti Dinas Pen-
rut Putra Wijaya, anggaran bukan sengaj didikan, Pemuda dan Olahraga
pendidikan yang nilai nomi- cari kesalaha (Disdikpora) dan Inspektorat.
nalnya relatif tinggi sangat mMaupun pih Namun, juga wajib menyerta-

ma anggaran p
Tetapi, murni ;
diri sebagai al;
pun mengantisipasi terjadinya
pelanggaran. kan, tim itu
juga wajib memberikan bimb-
ingan secara ter§truktur dan |
tersistematisisil agar pihak
penerima anggaran pendidi-

‘kan instansi terkait lainnya
seperti Kejiksaan, Dewan
Pendidikan di masing-masin.
, g g
kabupaten/kota dan aparat
penegak hukum lainnya.
"Mereka yang terlibat da-
lam tim khusus inilah yang
secara proaktif melakukan
bengawasan guna memini-

rawan dikorupsi. Namun,
kekhawatiran itu tidak boleh
dijadikan dalih pembenar un-
tuk tidak merealisasikan ang-
garan pendidikan 20 persen
yang sudah jadi amanat un-

dang-undang. Mengantisipasi
terjadinya korupsi di sektor

pendidikan, tentu saja fungsi  kan mampu mengelola ang- malisasi terjadinya penyalah-
pengawasan dan pemantauan  garan itu secdra benar alias  gunaan anggaran pendidikan
itu yang wajib dilakukan tidak menyal ketentuan = serendah mungkin. Ingat, es-
secara sungguh-sungguh. yang dipersyaratkan. | ensi pembentukan tim khusus
"Menurut saya, keberadaan “Jadi, fungs justruleb-  ini murni m merankan diri

tim khusus untuk memantau
anggaran pendidikan itu ber-
sifat mutlak. Namun, tim itu
tidak boleh sekadar papan
nama alias tidak benar-benar
serius melakukan peman-
tauan ke lapangan,” kata
Putra Wijaya. .

ih dititikberatkan pada fungsi
preventif. Yakni, mencegah
terjadinya penyimpangan
dalam pemanfaatan maupun

pengelolaan anggaran pen- |
didikan,” @eg,a;l_x :

| (kmb13)

sebagai alat kontrol maupun
mengantisipasi terjadinya
pelanggaran. Bukan sen-
gaja mencari-cari kesalahan,”
kata Sarjana mengingatkan.
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Langgar Batasfiaktu Pemasangar
Satpol PP Semp
Tiga Pem

Denpasar (Bali Post) -

Satpol PP Denpasar terus
melakukan pemantauan ter-
hadap pelanggaran reklame.
Terutama reklame yang telah
habis masa izin pemasangannya.
Jumat (23/10) kemarin, Satpol
PP Kota Denpasar melakukan
pemantauan dan menyemprit
pemilik reklame ukuran besar
vang terdapat di tiga titik yang
melanggar batas waktu.

Satpol PP melakukan peman-
tauan dari kawasan Jalan Sura-
pati, Jalan Waribang Kesiman,
dan Jalan By-pass Ngurah Rai,
Sanur. Dari tiga titik di kawasan
tersebut, ditemukan reklame yang
melanggar karena sudah kedalu-
warsa. Bahkan, pemiliknya sudah
berencana untuk menurunkannya.
“Dari tiga titik yang telah kami
berikan surat peringatan kepada
pemilik, dua reklame telah siap
dibongkar pemiliknya, yakni di J1.

i

BONGKAR - Reklame ydng
_masangan, kini mulai dib

Surapati m J1. By-pass Ngurah

Rai, Sanur/ ujar Kasatpol PP Kota
Denpasar/[.B. Alit Wiradana.
Lebih| lanjut Alit Wiradana
menjelaskan, langkah penertiban
ini telah dilakukan sesuai prosedur
dan SOP dengan terus melakukan

an terhadap tiga titik

peninjau

reklame di Denpasar ini. Tiga titik
reklame 5ni telah mendapatkan
surat peringatan dan pemanggilan
untuk dapat ditindaklanjuti segera
oleh pemilik baik melakukan pem-
bongkararn sécara bertahap. “Kami
juga membéaikan apresiasi kepada
pemilik vang telah melakukan
penurunan dan pembongkaran

reklame ukuran besar endiri.
Ukuran reklame cukup besar
berkisaran' 10 x 6 meter sehingga
pemilik membutuhkan waktu

iembongkarnya,” ujar

1k melakukan pem-

an sendiri, pihaknya ber-
samg tim yustisi yang terdiri dari
TNI, Polri, akan melakukan pem-
yang disaksikan aparat
lurah serta instansi terkait.
Penindakan terhadap reklame
yang telah habis masa izinnya
dan terkait juga zona larangan
hingga menjelang akhir tahun ini,
ratusan yang ditertibkan.
Ia mengharapkan lewat surat
pemanggilan dan koordinasi yang
dilakukan, pemilik dapat
menurunkan ataupun membong-
kar sendiri reklamenya.
Pantauan di lapangan, tam-
pemilik reklame telah
melakukan persiapan pembong-
vang didampingi Satpol
PP Kota Denpasar. Melihat
kondisi reklame dengan sisi kiri
dan k}anan terdapat bangunan
ah penduduk, membutuh-
kan kehati-hatian dalam mem-
bongkarnya. (kmb12)

Bali Post/kmb

telah melewati batas waktu pe-
gkar pemiliknya.
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Pascadirusak
Desa Kelan
Baliho Tolak

Mangupura (Bali Post) —

Desa Adat Kelan bangklt
melawan rencana reklamasi
Teluk Benoa. Sore hari pascap-
erusakan baliho tolak reklamasi
Teluk Benoa miliknya, mereka
kembali mendirikan baliho tolak
reklamasi. Masyarakat Desa
Adat Kelan kembali mendirikan
baliho tolak reklamasi di perti-
gaan Jalan By-pass Desa Adat
Kelan, lokasi semula perusakan
baliho-baliho mereka terjadi.

Demikian siaran pers dari
Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (Walhi) Eksekutif
Daerah Bali, Jumat (23/10)
kemarin. Direktur Eksekutif
Daerah

Walhi Bali Suriadi Darmoko
dalam siaran persnya menyebut-
kan, sekitar pukul 17.30 Wita,
Forum Pemuda Kelan bergera.k
untuk mendirikan baliho bertu-
liskan “Tolak Reklamasi Berke-
dok Revitalisasi Teluk Benoa”,
“Batalkan Perpres 51 Tahun
2014”, ‘Lawan atau Tenggelam”.
Mereka bergotong royong untuk
mendirikan baliho berukuran
sekitar tiga kali lima meter.
Pendirian baliho tolak reklamasi
tersebut, menurut I Kadek Buda
Warsa Dwi Sanjaya dari Forum
Pemuda Kelan, merupakan
bentuk konsistensi penolakan
masyarakat Desa Adat Kelan

. atas rencana reklamasi Teluk
' Benoa. “Apa pun rintangannya,

langkah kami tidak akan surut
x'? enolak reklamasi Teluk
Benoa paparnya,
dkk Buda memmta ke-
padwpeme untuk segera
memb. rencana rekla-
i Teluk Benoa dan mencabut
Perpres 51 Tghun 2014. “Desa
kami akan terkena dampak
negatif apabila reklamasi Teluk
Benoa terus dipaksakan,” ujar
Kadek Buda, seperti dikutip Su-
nadlDarmoko Usai mendirikan
baliho, Forum Pemuda Kelan

berfoto bersama di depan baliho

fang T:

mb

yang telah mereka pasang itu.

Suriadi Da ‘mioko yang j
Koordinator Divisi Politik Fo
BALI menjelaskan, setiap pe-
jabat pusat datang ke Bali, pe-
rusakan bali iz lak reklamasi
Teluk Benoa dalalu terjadi. °Pe-
rusakan baliho tolak reklamasi
Teluk Benoa tegjadi sejak er:
kepemimpinan SBY. Pemsakﬁﬁ
baliho tolak réklamasi Tel
Benoa juga kerap di ke-
tika ada pertemuan-pertem
internasional yang di lakukan
Bali,” papar Stiriadi. '

Kamis (22/10) dini hari, ba-
liho tolak reklamasi Telu
Benoa milik IDega Adat Ke
dirusak orang tak dikenal di
mana pada yang sama
Wakil Presid I Jusuf Kalla
membuka ada

. datangke B
berulang,” paparnya.

ALAWMM

Dikenal

li Dirikan

ekl masm

(ASEAN Law Ministers Meet-
ing) di Nusa Dua Room, Hotel
Melia Nusa Dua. “Ada pihak

| yang berusaha menutupi pe-

nolakan rakyat Bali terhadap
reklamasi Teluk Benoa dengan
merusak baliho-baliho tersebut,
sehingga dalam banyak kes-
empatan setiap pejabat pusat
i prakt’k itu terus

Pemerins
Suriadi,

pusat, menurut
segera mengam-

 bil langkah|strategis untuk
| segera menghentikan ren-
- cana reklamasi Teluk Benoa.

'Rencana reklamasi sudah
mendapatkaga;-)henolakan keras
dari rakyat Bali dan Presiden

Jokowi harus segera mencabut
Perpres 51 Tahun 2014,” desak

Lot d s

Edisi

Hal

Sabtu, 24 Oktober 70(S) l

- 3




